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1, Latar belakan

Berdasarkan fukin sejarih, negata
R vang diproklamasikan pada
tanggal 17 Agustus 1945
merupakan negara kepulaoan
berdasarkan wawasan pusantara
yang kedaulatannya meliputi
wilayah darat, wiluyah laut dan
perairan serta wilayah-wilayah

udara diatasnya

Kedudukan Indonesia sebagal
negara kepulauan telah diakui oleh
masyarakat Internasional
sebagaimana tercantum dalam
Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hukum Laut dan
R.I. telah meratifikasi Konvesi
tersebut dengan Undang-undang
Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan “United Nations
Convention on the Law of the
Sea”, serta telah menetapkan
Undang-undang Nomor 6 Tahun

1996 tentang Perairan Indonesia; g

Dalam rangka memelihara dan
meningkatkan integritas wilayah
Negara Kesatuan R.I. dalam
wawasan nusantara serta dalam
rangka melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, perlu
segera ditetapkan secara {egas
Peta Dasar Wilayah berikut batas-
batasnya.

Bahwa Pasal 25A, UUD-45 (setelah h.
Amandemen) mengamanatkan agar
disusun Undang-undang tentang

‘, 2 Wiluyal Ny us tl n
Hak-haknya. Akaf
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Bahwa amanat ey ehul

menunjukkan bahwa negars il
belum memiliki batas yang jela dan
tegas. Sehingga dalam
memperjuangkan amanil
Pembukaan UUD-45 buhwasannya
negara melindungi segenap

WArga negara, mence srdaskan
kehidupan bangsa,dan ikut seria
dalam mengusahakan ke tertiban

dunia.

Bahwa selama ini terdapat berbagat
status hukum, yang belum
terbingkai dan diantaranya
debatable keberadaannya, tentang
batas wilayah negara seperti dalam
bentuk ratifikasi (UU), PP, Keppres,
Perjanjian Bilateral/T rilateral, MOU,
Deklarasi, Kesepakatan teknis, dan
dalam proses dispute hukum.

Bahwa UNCLOS-82 yang efektif
berlaku sejak November 1994 telah
mengakui eksistensi RI sebagai
negara kepulauan (tentunya dengan
berbagai konsekuensi/
kewajibannya) dan memiliki hak- hak
eksklusif di laut. Ratifikasi
UNCLOS-82 diundangkan dengan
UU No. 6/1996, namun demikian UU
terse but belum cukup memberikan
kejelasan batas (untuk batas laut
sekalipun).

Bahwa pp No. 38/2002 tentang
Daftar Koordinat Geografis Titik-
titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan
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Bahwa untuk kepentingan
pengelolaan batas negars 4.,
wilayah perbatasan diperluks,
koordinasi, integrasi dap
sinkronisasi antar

stakeholder serta diperlukan
berbagai infrastruktur
pendukungnya berupa peraturan
perundang-undangan,
kelembagaan, data spasial
lingkungan dan sosekbud,
pendidikanlpelatihan, dan teknologi
pengelolaannya.

Hasil dari beberapa pertemuan
antar Departemen/LPND terkait
diperoleh gambaran bahwa terdapat
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wilayah BEE mernpakoan siati hal
Vg sangat peating dan singat
shintegdn yang perlu sepern
ol apb i tenfaedd koginin
porhatanan antar ne g dapu
diketalnt dlemgan seper Tokas
wilnyah yang disenghetaknn, disiui
Bk Dt bt wllayah 11 dapat
sepora didepositkan ke Pegserthnton
Prangsn Dangsn CPI0) untuk
et dasr hakum yang kot
ferhadap eksistenst Neguar
Kosatian Republik Tndonesin
(NKRID

2, Landisan Hukum

n Pasal 25 A, ULID- 945,

b Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesin Nomor V/MPRI 2000
tentang Pemantapan Persatunn dan
Kesutuan Nasional;

¢ Undang-undang Nomor 6 Tahun
1996 tentang Perairan Indonesia,

1L Pengertinn Lingkup Pengaturan,
Visl dan Misi

Yang dimaksud dengan wilayah
negara adalah wilayah kedaulatan
dan wilayah yuridikst lninnya,
sehingga ruang lingkup pengaturan
akan meliputi : (1) batas wilayah

Reatinndisban owgarn ol plain, Diad hai
WG, ) Bt wilgyali yoridikal
B Wiriigu ol laant odwid wedain
miprl) Bins 2008, Datan Danilas
Baositinegi, ibats Biaa pogilolwan
vlnn daipind o (o) bk sk
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lopdsun Dobuin wtas wilayahne gara
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bendinn clan Besamman hak (equity )
v ardversal dimntarn g
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TEUIUL bd Dveus et berbugi
delinist teknis berkennmn dengan
sulbintanst yang dintor secar jelas,
inisilkan  koordinng ik batas dan
system relerens) geodesinya,
Berbagnd deliniss batas alni, batas
nbstiok dan Batas buatan di dagat,
berbagnl definii batas di laut, din
Derbagal definiai batus di adara.
Sehingga misi dan UU-BWNH ini
nantinya adalah © (1) menjadi posisi
awal dalam memperjuangkan batas
dan hak-hok kedaulatan dan
yuricilest negara 11, (1) memberikan

kepustion hak dan kewajiban negara

dan masyarakat, Git) menjadi
maklumat bagi bangsa lain atas
wilayah negara I, dan (iv) menjadi
pedoman dasar bagi pengelolaan
batas wilayah negara,

11 Fungst, Tujuan dan Sasaran

Batus wilayah negara tidak dapat
dipisahkan dengan status hukum
wilayah negara baik dalam bentuk

bilan 1i i ki mte frstinesd) B .
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diwakil) uleh gans batas yang fracke
daasriry s tnemilikl fungs sk

s tmiaidik dry baberapa hak dan

kv gibinn rnasy arakat T4
frssyarakal alaipan DEgars alas
sbiatti v layuh (Adi Strnardimsn
2012 ), Juidi garis balas meripalan
identifkast sdanys hak dan
kewnjiban yang dapat tibul
hetdasarkan hubungan hukurmn antar
ke lomignik sesial rriasyarakal sati
dengan yang lain dan dengan
wilayahnya, Sehingga garns bratas
harus dibmat menurut Jandasan
hiikuin yang jelas karenas gans batas
akan dipat menimbulkan akibat
hukum, hak dan kewajiban.

Undang-undang tentang Balas
Wilayuh Negara sudah sangat
mendesak diperlukan adanya,
sehingga harus menjadi prioritas di
berbagai Instansi terkait dan
semestinya diselesaikan secara
crash program dan bukan secara
pendekatan proyek. Jangka wakiu
penyelesaian hendaknya tidak
melebihi satu tahun kalender.
Sehingga tujuan dan RUU-BWNH

nantinya adalah untuk tersedianya

landasan hukum atas wilayah
negara dalam rangka
memperjuangkan keadilan dan
kesamaan hale (equity) yang

universal diantara bangsa-bangsa di

dunia.

3. Untuk kelancaran dalam penyiapan
naskah, perlu dibentuk setidaknya
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(H Torunm kelompok kerju (porkja)
tekniy demark ast dan dilemitas
yang didukung ok h thm pakar yang
dikoordinasi/dit thtasi oleh
INSLANST vang by rianggong jawab
dibidang pembinaan survel dan
pemetian nasional
(BAKOSURTANAL), dan (1ii) forum
kelompok kerja (pokja) kajian
hukum/perundang-undangan yang
dikoordinasiffasilitasi oleh instansi
yvang bertanggung jawab dibidang
pembinaan hukum dan
perundang-undangan (Departemen
Kehakiman dan HAM). Selanjutnya
pertu dibicarakan / dibahas
pengaturan dan mekanisme kerja
dan penjadwulannya. Semua
elemen/jaringan kerja tersebut,
berpedoman kepada visi, mist,
fungsi dan tujuan penyusunan RUU
tersebut dimana sasaran dari RUU-
BWNH adalah: (i) jelas dan
tegasnya batas wilayah negara Rl
dan hak-haknya, (i) adanya
kepastian hak dan kewajiban negara
dan masyarakat dalam mengelola
batas negara, (iii) adanya maklumat
bagi bangsa lain atas Klaim wilayah
negara RI dan batas-batasnya, dan
(iv) adanya Kejelasan lembaga
pengelola batas wilayah negara.

1V, Lingkup Obyek Pengaturan

I. Status hukum batas wilayah

2. Status dan fungsi garis batas

3, Elaborasi wilayah negara
menurut ketentuan Pasal 2SA
UUD-45 (amandemen).

4. Status hukum dari berbagai
tingkat perundingan dan hasil-

La 12 NUIRICT

Status hukum dan delimita laul

tentoyial |“’l;|n|l pulavan
frernra falam, rona ekonom
cksklusif Indonesia hata
landas kontinen Indonesia, dan

conliguous

ehagal wilayah negar tan

sehagai wilayah kewenangan

penge lolaan negara
6 Status hukum dan delimitasi

ruang udara diatas wilayah

daratan dan lautan negara
[laborasi dari kewenangan
negara dalam menetapkan batas

negara dan hak haknya

R Pengintegrasian berbagai hasil

perundingan dan ratifikasi batas

negara yang telah dilakukan
dalam berbagai bentuk produk
hukum

9. Elaborasi hubungan batas

negara dengan penegakan
hukum.

10. Khusus untuk batas laut, perlu
adanya peninjauan penetapan
ttik dasar garis pangkal
kepulauan sebagaimana
ditetapkan dengan pp No. 38/
2002.

_ Elaborasi hak dan kewajiban
Pemerintah dan masyarakat
dalam pengelolaan batas negara,
serta perlunya kelembagaan
khusus yang diberikan tugas,
fungsi dan kewenangan dalam
pengelolaan batas negara dan
wilayah perbatasan negara. .

V. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan
dalam UU-BWNH ini nanti meliputi :
hak clan kewajiban negara,
pemerintah dan masyarakat serta
pedoman pelaksanaannya termasuk
penegakan hukum dan sanksi
hukum bagi semua pihak terkait.
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Sekian dan semoga )i

berguna sebagai bahap
untuk menyusun naskah I
ni¢
Undang-undang lentang | i
L1FTY

Wilayah Negara dan H‘“"hnk
Nya
Jakarta, 26 September 2012

DIREKTORAT JENDERAJ
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